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Abstract

Murabahah contracts constitute one of the most dominant financing instruments in the practice
of Islamic banking in Indonesia. Although normatively regulated through the fatwas of the
National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) and the regulations of
the Financial Services Authority, their implementation continues to raise several issues,
particularly concerning the substantive application of Sharia principles. This study aims to
analyze the implementation of Sharia principles in murabahah financing contracts within
Indonesian Islamic banks from the perspective of Islamic commercial law (figh muamalah). The
research method employed is a literature review by examining books, fatwas, statutory
regulations, and scientific journal articles published in 2024-2026 to ensure that the analysis of
the implementation of sharia principles in murabahah contracts reflects the latest
developments. The findings indicate that murabahah practices in Islamic banks generally
comply with the legal-formal requirements of the contract, such as clarity of the object, price
determination, and offer and acceptance. However, the substantive application of Sharia
principles especially the principles of an taradin minkum (mutual consent), justice, and
transparency in margin determination still faces significant challenges. The unilateral
determination of profit margins with minimal deliberation may undermine the genuine mutual
consent of the contracting parties. Therefore, this study emphasizes the importance of
strengthening Sharia compliance that goes beyond administrative conformity and is oriented
toward ethical values and justice within Islamic commercial law.

Keywords: Murabahah, Sharia Principles, Islamic Banking, Muamalah Law, Murabahah
Margin Determination
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Abstrak

Akad murabahah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling dominan digunakan
dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Meskipun secara normatif akad ini telah diatur
melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi
Otoritas Jasa Keuangan, implementasinya masih memunculkan sejumlah persoalan, khususnya
terkait penerapan prinsip-prinsip syariah secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank syariah
di Indonesia dari perspektif hukum muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian
kepustakaan dengan menelaah buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta pembatasan
pada artikel jurnal ilmiah terbitan 2024-2026 dilakukan untuk memastikan analisis penerapan
prinsip syariah dalam akad murabahah mencerminkan perkembangan terbaru. Hasil kajian
menunjukkan bahwa praktik murabahah pada bank syariah umumnya telah memenuhi aspek
legal-formal akad, seperti kejelasan objek, harga, dan ijab kabul. Namun demikian, penerapan
prinsip syariah secara substansial, khususnya prinsip an tarddin minkum, keadilan, dan
transparansi penetapan margin, masih menghadapi berbagai tantangan. Penetapan margin yang
cenderung sepihak dan minim musyawarah berpotensi mengurangi makna kerelaan para pihak
dalam akad. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kepatuhan
syariah yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai etika dan
keadilan dalam hukum muamalah.

Kata Kunci: Murabahah, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah, Hukum Muamalah, Penetapan
Margin Murabahah

DASAR PEMIKIRAN

Bank syariah di Indonesia terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah
yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi
bank syariah terbesar hasil merger BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah (Novianti &
Muharrami, 2025). Selain BSI, terdapat Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah,
Bank Panin Dubai Syariah, BCA Syariah, dan Bank KB Bukopin Syariah. Bank
Pembangunan Daerah Syariah juga berkembang, seperti Bank Aceh Syariah dan Bank
NTB Syariah (Arsuni, 2025). Seluruh bank tersebut menjalankan kegiatan usaha sesuai
prinsip fikih muamalah. Operasionalnya berpedoman pada regulasi perbankan syariah
nasional. Regulasi ini menjadi dasar kepatuhan terhadap hukum Islam (Rahmah et al.,
2025), bank syariah menyediakan alternatif sistem keuangan yang sesuai prinsip syariah
bagi masyarakat.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan
signifikan (Widiyanti, Hanifah, & Supriani, 2025), masyarakat semakin sadar akan

pentingnya sistem keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam



Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan P: b El i Syariah Volume 11 Nomor 2 Edisi Februari 2026 | 307

menjauhi praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi) (Satar & Rezky,
2025; Wahyu, 2024). Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan
adalah akad murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang
disepakati di awal. Akad ini menjadi solusi yang menarik karena menawarkan alternatif
dari sistem kredit konvensional berbasis bunga. Bank bertindak sebagai penjual,
sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025, akad
murabahah tercatat sebagai bentuk pembiayaan syariah paling dominan. Pembiayaan ini
mencakup lebih dari 60% dari total pembiayaan yang disalurkan (Saputra, Arsyad,
Possumah, Majid, & Wawo, 2025). Konsentrasi utama terdapat pada sektor ritel, seperti
pembiayaan perumahan dan kendaraan. Akad murabahah dianggap sesuai prinsip
syariah karena menghindari unsur riba dan didasarkan pada transaksi jual beli dengan
keuntungan yang disepakati di awal. Produk ini menjadi tulang punggung perbankan
syariah dalam memberikan pembiayaan yang etis dan transparan.

Namun, implementasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah kerap
menghadapi tantangan. Salah satunya berkaitan dengan keabsahan margin yang
diterapkan dalam akad (Ikhwan et al., 2025). Salah satu prinsip penting dalam transaksi
syariah adalah an taradhin minkum, yaitu adanya kerelaan atau kesepakatan sukarela
antara dua pihak yang bertransaksi (Nugroho, Gama, Azzir, & Al Faruqg, 2025). Prinsip
ini menjadi landasan moral dan hukum dalam akad murabahah. Pada kenyataannya,
banyak praktik di mana margin keuntungan ditetapkan sepihak oleh pihak bank. Hal ini
terjadi tanpa adanya dialog, negosiasi, atau persetujuan eksplisit dari nasabah.

Masalah pada akad murabahah di bank syariah di Indonesia umumnya terletak
pada kesenjangan antara prinsip syariah ideal dan praktik di lapangan (Marzuki &
Marzuki, 2024). Salah satu masalah utama adalah penetapan margin keuntungan yang
sering dilakukan secara sepihak oleh bank (Hafsah Umar, 2025), sehingga ruang
musyawarah dan an taradhin minkum kurang terwujud (Furwanti, Lestari, Mustagim, &
Solikhin, 2023). Proses akad bersifat formal administratif, murabahah juga sering
dipraktikkan menyerupai kredit konvensional berbunga, terutama pada murabahah
angsuran dengan margin tetap (Allafta Firman, Akwan, Kunci, Keuangan Syariah, &
Pelanggan, 2025). Masalah lain adalah penggunaan akad wakalah yang berpotensi
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menimbulkan ketidakjelasan kepemilikan barang apabila akad tidak dilakukan secara
terpisah (Khadafi, Pulungan, Lubis, & Kumala, 2025). Rendahnya literasi keuangan
syariah nasabah turut memperlemah posisi tawar dalam akad (Ridh, 2024). Kondisi ini
menyebabkan akad murabahah sah secara hukum, tetapi belum sepenuhnya

mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan etika hukum muamalah Islam.

AKAD MURABAHAH (Bank Syariah Indonesia)
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Gambar 1. Masalah pada Akad Murabahah

Margin pembiayaan murabahah umumnya ditentukan sejak awal oleh pihak bank

sebagai bagian dari skema pembiayaan standar (Ahadi, Zulhilmi, & Isnaliana, 2025).
Nasabah pada umumnya hanya menerima dan menandatangani dokumen akad yang
telah disiapkan. Proses ijab gabul terkait kesepakatan harga dan margin sering bersifat
formalitas administratif. Ruang dialog antara bank dan nasabah terkait penetapan
margin sangat terbatas. Tahapan musyawarah atau penawaran terbuka jarang dijumpai
dalam praktik. Kondisi ini menyebabkan prinsip an taradhin minkum kurang
terimplementasi secara nyata. Padahal, prinsip tersebut menuntut adanya kesepakatan
sukarela tanpa paksaan. Tanpa musyawarah, nilai keadilan dalam akad murabahah

menjadi lemah.
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Apabila margin ditetapkan secara sepihak tanpa persetujuan sadar dari nasabah,
akad murabahah berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Ketiadaan unsur taradhi
tidak hanya mengurangi nilai keadilan, tetapi juga melemahkan legitimasi akad. Dari
perspektif fikih muamalah (Al-Asyari, 1430), kerelaan kedua belah pihak merupakan
unsur penting keabsahan transaksi. Praktik ini masih sering dijumpai dalam pembiayaan
murabahah di bank syariah. Margin keuntungan biasanya telah tercantum dalam tabel
pembiayaan standar. Nasabah jarang diberi kesempatan untuk menegosiasikan kembali
margin tersebut. Kondisi ini menjadikan murabahah cenderung bersifat sepihak.
Akibatnya, akad sah secara formal namun kurang kuat secara etis dan substantif (Jureid,
2026).

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip syariah yang ideal
dan praktik operasional di lapangan. Nasabah seharusnya memiliki hak penuh untuk
mengetahui dan menyetujui margin keuntungan secara sadar. Persetujuan tersebut tidak
semestinya hanya bersifat administratif semata. Transparansi dalam penetapan margin
menjadi bagian penting dari keadilan akad. Ketika margin ditentukan tanpa kesepakatan
yang jelas, potensi ketidakadilan semakin besar. Hal ini juga bertentangan dengan
prinsip kejujuran dalam muamalah Islam. Praktik semacam ini dapat melemahkan
kepercayaan nasabah. Pada akhirnya, nasabah berpotensi dirugikan secara moral
maupun ekonomi.

Jika kondisi ini berlangsung secara sistematis, citra perbankan syariah di mata
masyarakat bisa terpengaruh. Potensi ketidakpercayaan terhadap sistem ekonomi Islam
meningkat. Padahal, semangat dasar perbankan syariah adalah menjunjung tinggi
keadilan, kejujuran, dan kesalingan. Prinsip dasar an taradhin minkum diabaikan dalam
pelaksanaan akad. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam mengenai penerapan prinsip
syariah dalam pembiayaan murabahah. Fokus khusus diberikan pada mekanisme
penetapan margin keuntungan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana
praktik bank telah sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya menjadi ruh setiap
transaksi.

Dengan menelaah masalah ini secara kritis, diharapkan solusi dan rekomendasi
dapat ditemukan untuk memperbaiki praktik penetapan margin. Penelitian ini juga
menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih
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adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai maqgashid syariah. Hasil penelitian
diharapkan memberikan masukan bagi bank syariah agar prinsip kerelaan dan keadilan
dapat diterapkan secara nyata. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan syariah dapat semakin meningkat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) (Zed, 2008)
untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah di
bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah
memahami dan menjelaskan konsep, prinsip, serta praktik akad murabahah berdasarkan
hukum muamalah Islam. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku,
jurnal ilmiah, artikel (Sukmadinata, 2020), dan dokumen kebijakan perbankan syariah.
Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga
dijadikan acuan utama untuk memahami aspek hukum syariah yang berlaku (Istigomah,
2022). Pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti mengeksplorasi literatur secara
komprehensif. Analisis literatur menjadi sarana utama untuk menelaah kesesuaian
praktik bank syariah dengan prinsip muamalah (Syaifullah, 2019). Dengan demikian,
penelitian ini memberikan pemahaman mendalam dari perspektif teoritis.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis, yaitu
membaca, memilah, dan mencatat informasi yang relevan (Jonaedi Efendi, 2020)
tentang akad murabahah. Fokusnya mencakup penetapan margin keuntungan,
mekanisme persetujuan nasabah, serta prinsip an taradhin minkum dalam transaksi.
Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis, membandingkan
teori hukum muamalah dengan praktik operasional di bank syariah. Analisis ini
bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan antara prinsip syariah
yang ideal dan praktik aktual di lapangan. Dengan metode ini, peneliti dapat menilai
apakah pelaksanaan akad murabahah sudah sesuai dengan kaidah Islam. Proses ini juga
membantu merumuskan rekomendasi untuk perbaikan praktik perbankan syariah. Hasil

analisis literatur disusun secara sistematis agar mudah dipahami.
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Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara tematik berdasarkan aspek utama akad
murabahah. Tema-tema yang dikaji meliputi penetapan margin, mekanisme persetujuan
nasabah, prinsip kesukarelaan, dan keadilan dalam transaksi. Pendekatan tematik
memungkinkan interpretasi mendalam terhadap literatur yang ada (Fadli, 2021).
Analisis ini juga memberikan pandangan kritis terhadap praktik perbankan syariah di
Indonesia. Dengan metode kepustakaan, penelitian ini mampu memaparkan
kesenjangan antara teori dan praktik. Selain itu, kajian ini memberikan dasar akademik
untuk pengembangan kebijakan dan prosedur perbankan yang lebih sesuai prinsip
syariah. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan
transparansi dan keadilan dalam akad murabahah. Dengan demikian, penelitian ini

menyajikan kajian komprehensif dari perspektif hukum muamalah Islam.

Pembahasan
Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia

Akad murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam fikih muamalah di
mana penjual menyebutkan secara jelas harga perolehan barang dan menambahkan
margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli (Melina, 2020). Dalam
konteks perbankan syariah, murabahah digunakan sebagai akad pembiayaan, di mana
bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli atas suatu barang atau aset
yang dibutuhkan. Bank terlebih dahulu membeli barang tersebut, kemudian menjualnya
kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok ditambah
keuntungan. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan
(Basri, Dewi, & Iswahyudi, 2022). Akad murabahah harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip kejujuran, transparansi, dan kerelaan para pihak (an taradhin minkum).

NASABAH
1. Mengajuban permohonas
pembrayan b
iohae * 2. Meryyetujps peemohonan
dan membell barang
—
BANK SYARIAH PENJUAL / SUPPLIER
3. Barang dibed oleh bank
4. Manjual barang kepada nasabiah Mk oodbi bark)
(Mg pokok + Margio dsepsakat(l
v

5 Membayar harga jaal

(Tunal / Angsuran}
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Gambar 2. Prosedur Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling dominan digunakan
di Bank Syariah. Dominasi ini didorong oleh karakter murabahah yang mudah dipahami
oleh masyarakat dan relatif minim risiko bagi bank. Dari sisi normatif, akad murabahah
telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur’an, Hadis, fatwa DSN-MUI,
maupun regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Bank Syariah Indonesia secara formal telah
menerapkan akad murabahah sesuai ketentuan tersebut. Prosedur pembiayaan disusun
berdasarkan standar operasional yang mengacu pada prinsip syariah. Dengan demikian,
secara kelembagaan, murabahah diakui sebagai akad yang sah dan legal. Namun,
kesesuaian normatif ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut pada tataran praktik.

Jenis murabahah di bank syariah pada dasarnya dibedakan berdasarkan
mekanisme pemesanan, kepemilikan barang, dan cara pembayaran (Asruni, Said, &
Damirah, 2022). Dalam praktiknya, murabahah yang paling umum digunakan adalah
murabahah berdasarkan pesanan (murabahah li al-amir bi al-syira’), di mana nasabah
memesan barang kepada bank, kemudian bank membeli dan memiliki barang tersebut
sebelum menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin
keuntungan yang disepakati. Selain itu, terdapat murabahah dengan wakalah, yaitu bank
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank, dengan
ketentuan akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara terpisah agar sesuai
prinsip syariah. Ditinjau dari cara pembayaran, murabahah terbagi menjadi murabahah
tunai dan murabahah tangguh atau angsuran, di mana jenis terakhir paling dominan
digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah (Ramadhan, 2025). Seluruh jenis
murabahah tersebut harus memenuhi prinsip transparansi, kejujuran, kepemilikan

barang yang sah oleh bank.
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|
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Gambar 3. Jenis Akad Murabahah

Dalam praktik operasional, Bank Syariah di Indonesia telah memenuhi unsur-
unsur pokok akad murabahah, seperti adanya objek akad, harga pokok, margin
keuntungan, serta kesepakatan pembayaran secara angsuran. Bank terlebih dahulu
menentukan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan sebelum akad
ditandatangani. Informasi mengenai harga dan margin biasanya dicantumkan secara
tertulis dalam akad pembiayaan. Hal ini menunjukkan adanya transparansi administratif
dalam pelaksanaan murabahah. Akan tetapi, transparansi ini lebih bersifat
pemberitahuan sepihak dibandingkan proses kesepakatan dua arah (Jureid, 2026).
Nasabah cenderung berada pada posisi menerima ketentuan yang telah ditetapkan bank.
Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi prinsip syariah.

Prinsip syariah yang paling krusial dalam akad murabahah adalah an taradhin
minkum, yaitu adanya kerelaan dan kesepakatan sukarela antara para pihak. Prinsip ini
belum sepenuhnya terimplementasi secara substansial. Margin keuntungan umumnya
ditentukan oleh bank melalui skema pembiayaan standar (Furwanti et al., 2023).
Nasabah tidak diberikan ruang yang memadai untuk melakukan negosiasi atau
musyawarah mengenai besaran margin. Persetujuan nasabah lebih bersifat formal
melalui penandatanganan akad. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip kerelaan masih
bersifat prosedural. Padahal, dalam perspektif hukum muamalah, kerelaan harus lahir
dari kesadaran dan kebebasan memilih.

Proses ijab gabul dalam akad murabahah sering kali dilakukan secara
administratif. Ijab gabul tidak selalu disertai dialog substantif mengenai harga dan
margin keuntungan. Akad ditandatangani setelah seluruh klausul ditetapkan oleh pihak
bank. Nasabah umumnya hanya diberi penjelasan singkat tanpa ruang diskusi yang
seimbang. Praktik ini berpotensi mengurangi nilai keadilan dalam transaksi syariah.
Dalam fikih muamalah, ijab gabul bukan sekadar formalitas, melainkan proses
peneguhan kesepakatan yang adil. Oleh karena itu, praktik yang bersifat sepihak perlu
dikaji ulang.

Dari sisi prinsip keadilan (al-adl) (Nurhaerana, Mahsyar, & Damirah, 2024),
implementasi murabahah di Bank Syariah masih menghadapi tantangan. Margin
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keuntungan yang ditetapkan sering kali tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi
nasabah secara individual. Skema pembiayaan yang seragam membuat nasabah dengan
daya tawar lemah tidak memiliki pilihan alternatif. Kondisi ini dapat menimbulkan
ketimpangan posisi antara bank dan nasabah. Dalam perspektif syariah, keadilan
menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban. Jika margin ditetapkan tanpa
mempertimbangkan kemampuan dan persetujuan nasabah, maka nilai keadilan menjadi
berkurang. Hal ini berimplikasi pada legitimasi moral akad murabahah.

Prinsip kejujuran (ash-shidq) telah diterapkan secara formal melalui pencantuman
informasi harga dan margin dalam akad (Saputra et al., 2025). Bank tidak
menyembunyikan besaran margin atau total kewajiban pembayaran. Namun, kejujuran
substantif belum sepenuhnya terwujud apabila informasi tersebut tidak disertai
pemahaman yang memadai dari nasabah. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa
margin dalam murabahah secara teoritis dapat dibicarakan. Kurangnya literasi keuangan
syariah memperlemah posisi nasabah dalam akad. Akibatnya, kejujuran menjadi bersifat
satu arah. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi syariah dalam pembiayaan
murabahah.

Dari perspektif magashid syariah, praktik murabahah di Bank Syariah belum
sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial
(Fikri, Aris, Muchsin, & Mahrous, 2023). Meskipun akad murabahah menghindari riba,
praktik yang kurang transparan dalam penetapan margin dapat menimbulkan
ketidakadilan ekonomi (Marzuki & Marzuki, 2024). Murabahah seharusnya tidak hanya
sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Ketika
nasabah tidak memiliki ruang partisipasi dalam akad, maka tujuan kemaslahatan
menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal syariah
dan realitas operasional. Oleh karena itu, magashid syariah perlu dijadikan indikator
evaluasi praktik murabahah (Djumadi, Arzal Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin,
2025).

Faktor regulasi dan standar internal bank sangat memengaruhi implementasi
prinsip syariah. Bank Syariah di Indonesia cenderung menekankan kepatuhan
administratif terhadap regulasi dibandingkan pendalaman nilai-nilai syariah substantif.
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Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI lebih difokuskan pada aspek legal formal akad.
Sementara itu, aspek etika muamalah seperti musyawarah dan kesetaraan kurang
mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlu diiringi dengan
penguatan nilai. Tanpa internalisasi nilai syariah, akad murabahah berisiko menyerupai
praktik kredit konvensional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian regulator dan praktisi.

Implementasi prinsip syariah dalam akad murabahah di bank syariah masih
bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika syariah secara
nyata. Meskipun akad murabahah telah memenuhi syarat sah secara hukum syariah,
praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan dan kerelaan, terutama
dalam penetapan margin yang minim ruang musyawarah. Kondisi ini berpotensi
melemahkan prinsip an taradhin minkum. Oleh karena itu, diperlukan perubahan
paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menuju penerapan nilai syariah yang
substantif melalui dialog, transparansi, dan edukasi nasabah agar murabahah tidak
hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermartabat secara etis.

Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah dengan Hukum Muamalah Islam

Praktik pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia telah merujuk pada
ketentuan hukum muamalah Islam. Akad murabahah dijalankan dengan dasar fatwa
DSN-MUI, regulasi OJK, serta prinsip-prinsip fikih muamalah. Unsur-unsur utama
akad, seperti pihak yang berakad, objek transaksi, harga pokok, dan margin keuntungan,
telah dicantumkan secara jelas dalam dokumen akad (Djumadi et al., 2025). Hal ini
menandakan bahwa dari sisi formal, murabahah telah memenuhi syarat sah akad. Bank
juga memastikan adanya perjanjian tertulis sebagai bukti hukum transaksi. Dengan
demikian, kesesuaian normatif antara praktik murabahah dan hukum muamalah relatif
terpenuhi. Namun, kesesuaian tersebut masih perlu diuji pada tataran substansi.

Dalam perspektif hukum muamalah, murabahah mensyaratkan adanya kejelasan
harga dan keuntungan yang disepakati bersama. Bank syariah telah menyampaikan
informasi harga pokok dan margin kepada nasabah sebelum akad ditandatangani.
Transparansi ini penting untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi. Akan tetapi,
penyampaian informasi sering kali dilakukan secara satu arah. Nasabah hanya
menerima penjelasan tanpa dilibatkan dalam proses penentuan margin. Kondisi ini

menimbulkan pertanyaan mengenai makna kesepakatan dalam akad. Dalam hukum
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muamalah, kesepakatan tidak hanya berarti mengetahui, tetapi juga menyetujui secara
sadar.

Prinsip an taradhin minkum merupakan tolok ukur utama kesesuaian akad
murabahah dengan hukum muamalah Islam. Prinsip ini belum sepenuhnya terwujud
secara substantif. Persetujuan nasabah umumnya diwujudkan melalui penandatanganan
akad standar yang telah disiapkan bank. Ruang musyawarah atau negosiasi margin
hampir tidak tersedia. Akibatnya, kerelaan nasabah cenderung bersifat formal dan
administratif. Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan harus lahir dari kebebasan dan
kesadaran tanpa tekanan. Oleh karena itu, praktik ini dinilai belum sepenuhnya selaras
dengan prinsip taradhi.

Dari aspek ijab gabul menunjukkan bahwa proses akad murabahah lebih bersifat
prosedural daripada dialogis. ljab gabul dilakukan bersamaan dengan penandatanganan
dokumen pembiayaan. Tidak terdapat proses tawar-menawar yang seimbang antara
bank dan nasabah. Padahal, dalam hukum muamalah, ijab gabul merupakan inti akad
yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Ketika ijab gabul hanya menjadi
formalitas, nilai etis akad menjadi berkurang. Praktik ini berpotensi menjauhkan
murabahah dari semangat transaksi Islami. Oleh sebab itu, perlu evaluasi terhadap
pelaksanaan ijab gabul dalam praktik perbankan syariah.

kesesuaian praktik murabahah dengan prinsip keadilan (al-adl) dalam hukum
muamalah. Ditemukan bahwa penetapan margin keuntungan cenderung bersifat
seragam dan ditentukan sepihak oleh bank. Nasabah dengan kondisi ekonomi berbeda
diperlakukan dengan skema margin yang relatif sama. Hal ini berpotensi menimbulkan
ketidakadilan substantif. Dalam hukum muamalah, keadilan menuntut proporsionalitas
dan keseimbangan. Jika margin tidak mempertimbangkan kemampuan dan kondisi
nasabah, maka prinsip keadilan menjadi lemah. Oleh karena itu, praktik ini perlu dikaji
ulang dari perspektif keadilan Islam.

Dari sisi larangan riba murabahah secara struktur telah menghindari sistem bunga.
Keuntungan bank berasal dari margin jual beli, bukan dari tambahan bunga atas
pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum muamalah Islam. Namun, apabila

margin ditetapkan tanpa partisipasi nasabah dan menyerupai mekanisme bunga tetap,
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maka secara substansi murabahah berpotensi kehilangan ruh syariahnya. Hukum
muamalah tidak hanya menilai bentuk transaksi, tetapi juga substansinya. Oleh karena
itu, praktik murabahah harus dijaga agar tidak hanya bebas riba secara formal, tetapi
juga secara makna.

Praktik murabahah dari perspektif magashid syariah, ditemukan bahwa tujuan
perlindungan harta dan keadilan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Murabahah
seharusnya memberikan kemaslahatan bagi bank dan nasabah secara seimbang. Ketika
nasabah tidak memiliki posisi tawar, kemaslahatan menjadi timpang. Hukum muamalah
menekankan terciptanya manfaat dan pencegahan mudarat. Praktik yang hanya
menguntungkan satu pihak bertentangan dengan tujuan syariah. Oleh karena itu,
magashid syariah perlu dijadikan ukuran utama kesesuaian praktik murabahah.

Kemudian adanya kesenjangan antara idealitas hukum muamalah dan realitas
praktik perbankan syariah. ldealnya, murabahah dijalankan dengan prinsip kesalingan,
musyawarah, dan keadilan. Namun dalam praktik, orientasi efisiensi dan standar
operasional sering lebih dominan. Akibatnya, nilai-nilai etika muamalah kurang
terinternalisasi. Bank lebih menekankan kepatuhan administratif daripada substansi
hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan nilai syariah dalam sistem
perbankan. Tanpa hal tersebut, murabahah berisiko menjadi transaksi formal semata.

Tabel 1. Perbandingan Temuan Penelitian Margin Murabahah

o Fokus Kaitan dengan
Penelitian o Temuan Utama -
Penelitian Penelitian

Margin ditetapkan berdasarkan )
Menguatkan isu

Penetapan biaya dana, risiko, dan target
_ ) kesepakatan formal
(Ahadi et al., margin keuntungan bank; secara formal
_ _ vs kerelaan
2025) murabahah di  sesuai fatwa DSN-MUI, namun _
. substantif (an
BUS transparansi kepada nasabah )
] taradin)
masih terbatas.
(Sari & Margin Pendapatan margin murabahah Menjelaskan
ari
murabahah dan  berkontribusi signifikan dominasi

Maulana, 2025) )
laba bank terhadap laba bersih bank murabahah dan
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o Fokus Kaitan dengan
Penelitian o Temuan Utama -
Penelitian Penelitian
syariah, sehingga murabahah  potensi orientasi
menjadi akad dominan. profit
(Merina, Margin Margin murabahah Relevan dengan
Prenduan, murabahah &  meningkatkan ROA, namun kritik kemiripan
Syarifah, & profitabilitas penetapan margin cenderung  margin dengan

Prenduan, 2025) BPRS

mengikuti pola konvensional.

bunga

Margin dipengaruhi tenor,

_ Margin risiko pembiayaan, dan o
(Merina et al., Mendukung analisis
murabahah kemampuan bayar nasabah; ) )
2025) ) keadilan margin
UMKM belum sepenuhnya berbasis
musyawarah.

) ) Terdapat korelasi antara Bl ) o
(Amalia, Margin ) Penting untuk kritik
] Rate dan margin murabahah, _
Jusmani, & murabahah & BI ) ) independensi

) menunjukkan pengaruh sistem )
Saladin, 2024) Rate syariah

konvensional.

_ Banyak nasabah tidak
Margin . )
) memahami dasar perhitungan )
(Probowati, murabahah ) Menguatkan isu
] margin; akad sah secara hukum, - _
2024) pembiayaan ) ~asimetri informasi
] tetapi lemah secara substansi
konsumtif )
syariah.
(Andi Margin _ L .
Margin sering tidak dijelaskan Relevan untuk
Nurwanah, murabahah o )
) ] rinci dari harga pokok, keabsahan margin
Tenriwaru, &  perspektif _ o )
- _ ) berpotensi menyalahi prinsip  dalam figh
Siti Sukmawati, akuntansi
] bayan al-tsaman. muamalah
2025) syariah
(Taufik, 2025)  Strategi margin  Margin ditentukan melalui Menunjukkan
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o Fokus Kaitan dengan
Penelitian - Temuan Utama -
Penelitian Penelitian
BPRS kebijakan internal bank, bukan lemahnya unsur
negosiasi langsung dengan ridha dua pihak
nasabah.
Nasabah menerima margin
) Sangat kuat untuk
_ Persepsi nasabah karena kebutuhan, bukan . _
(Jureid, 2026) ) analisis an taradin
murabahah karena pemahaman akad; ridha
_ ) minkum
bersifat pasif.

Masalah utama: margin,

) kepemilikan barang, dan akad Menjadi dasar kritik
(Ikhwan et al.,  Problematika o
wakalah; murabahah sah secara normatif figh
2025) akad murabahah ) _
hukum, tetapi problematis muamalah

secara etis.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tahun 2024-2026, pembatasan ini
dilakukan untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada temuan empiris dan
perkembangan konseptual paling mutakhir, sehingga hasil kajian lebih aktual, relevan,
dan mencerminkan dinamika terbaru, ditemukan bahwa praktik penetapan margin
murabahah di perbankan syariah Indonesia secara normatif telah memenuhi aspek
keabsahan hukum positif dan fatwa DSN-MUI, namun masih menyisakan persoalan
pada tataran substansi prinsip syariah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa margin
murabahah  umumnya ditentukan oleh  kebijakan internal bank dengan
mempertimbangkan biaya dana, risiko pembiayaan, dan target keuntungan lembaga.
Pola ini secara administratif sah, tetapi dalam perspektif hukum muamalah
menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip an taradin minkum (kerelaan dua
pihak) benar-benar terwujud, mengingat minimnya ruang musyawarah antara bank dan
nasabah.

Temuan penelitian juga mengindikasikan adanya kecenderungan orientasi profit

yang kuat dalam praktik murabahah. Dominasi akad murabahah sebagai sumber utama
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pendapatan bank syariah, serta korelasinya dengan Bl Rate dan indikator konvensional
lainnya, menunjukkan bahwa penetapan margin belum sepenuhnya terlepas dari logika
sistem perbankan konvensional. Dalam perspektif figh muamalah, kondisi ini berpotensi
mengaburkan batas antara margin murabahah dan bunga, terutama ketika margin
ditetapkan secara sepihak, tidak transparan, dan tidak dijelaskan secara rinci
berdasarkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Hal ini bertentangan dengan
prinsip bayan al-tsaman (kejelasan harga) dan asas keadilan dalam akad jual beli
syariah.

Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah di Indonesia tidak
cukup hanya diukur dari aspek formalitas akad dan kepatuhan regulatif, tetapi harus
ditinjau secara lebih mendalam dari perspektif hukum muamalah. Prinsip kerelaan,
keadilan, transparansi, dan kesetaraan para pihak harus menjadi ruh dalam penetapan
margin murabahah. Dengan demikian, kajian kepustakaan ini memberikan kontribusi
kritis dalam memperkuat wacana sharia compliance substantif, serta mendorong
perbankan syariah agar tidak hanya sesuai syariah secara hukum, tetapi juga “adil dan
etis secara figh.

Praktik pembiayaan murabahah di bank syariah Indonesia sebagian telah sesuai
dengan hukum muamalah Islam, terutama pada aspek legal formal. Namun, pada aspek
substansial seperti taradhi, keadilan, dan musyawarah, kesesuaiannya masih terbatas.
Hukum muamalah menuntut lebih dari sekadar kepatuhan dokumen, melainkan
menuntut internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam setiap transaksi. Oleh karena itu,
kesesuaian murabahah dengan hukum muamalah belum bersifat menyeluruh. Temuan
ini menjadi dasar penting untuk perbaikan praktik ke depan.

Sehingga peningkatan kesesuaian praktik murabahah dengan hukum muamalah
Islam memerlukan pendekatan yang lebih substantif. Bank syariah di Indonesia perlu
membuka ruang dialog dan musyawarah dengan nasabah. Penetapan margin sebaiknya
dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, edukasi hukum muamalah
kepada nasabah perlu ditingkatkan. Dengan demikian, murabahah tidak hanya sah

secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hasil
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penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan praktik perbankan

syariah yang lebih berorientasi nilai.

Simpulan

Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan murabahah pada bank syariah
di Indonesia secara umum telah memenuhi ketentuan legal-formal sebagaimana diatur
dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Namun demikian,
pemenuhan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip syariah secara
substantif dalam perspektif hukum muamalah. Praktik penetapan margin murabahah
yang cenderung ditentukan secara sepihak oleh bank, minim transparansi, serta
terbatasnya ruang musyawarah dengan nasabah berpotensi melemahkan prinsip an
taradin minkum, keadilan, dan kejelasan harga dalam akad. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan implementasi prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan
administratif, tetapi juga menekankan nilai etika, keadilan, dan kerelaan nyata para
pihak agar akad murabahah benar-benar mencerminkan tujuan dan spirit muamalah
Islam.

Secara implikatif, temuan ini menuntut regulator untuk memperkuat mekanisme
pengawasan substantif melalui pedoman teknis yang lebih operasional terkait
transparansi margin dan standar musyawarah dengan nasabah, serta mendorong bank
syariah mengembangkan model penetapan margin yang partisipatif dan berbasis prinsip
keadilan. Adapun secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas
distingsi antara kepatuhan syariah yang bersifat legal-formal dan kepatuhan substantif
berbasis nilai dalam hukum muamalah, sekaligus memperkaya diskursus akademik
mengenai urgensi integrasi aspek normatif dan etis dalam praktik perbankan syariah

kontemporer.
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